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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  NIK  xxxxxxxxxxxxxx,  tempat  dan

tanggal lahir Ketapang,  xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam,

pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal

di  xxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxx,

Kecamatan  Kendawangan,  Kabupaten  Ketapang.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: HIDAYAT IT, S.H,

Advokat,  berkantor  di  Kantor  Advokat  &  Konsultan

Hukum HIDAYAT IT, SH & Rekan,  Jl. Dr. Soetomo Gg

Kamboja  Nomor  46  Ketapang,  berdasarkan  Surat

Kuasa  Khusus  tanggal  30  Oktober  2023  dan  telah

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang;

Pemohon;

Lawan

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  NIK  xxxxxxxxxxxxxx, tempat  dan

tanggal lahir Seriam, 29 Desember 1983, agama Islam,

pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,

bertempat  tinggal  di  xxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ketapang;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Januari 2024

yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Ketapang,  Nomor

halaman 1 dari 15, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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18/Pdt.G/2024/PA.Ktp,  tanggal  03  Januari  2024,  dengan  dalil-dalil  pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa  Pemohon  telah  melangsungkan  pernikahan  dengan

Termohon  pada  tanggal  xxxxxxxxxxxxxx,  di  hadapan  Pegawai  Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Delta, Kabupaten Ketapang,

sebagaimana  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :  xxxxxxxxxxxxxx tanggal

xxxxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa  dari  pernikahan  antara  Pemohon  dengan  Termohon

tersebut  telah  dikaruniai  satu  orang  anak  bernama  Aisyah  Gunawan

perempuan  lahir  di  Seriam  pada  tanggal  16  Juli  2017  yang  mana  anak

tersebut dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa  setelah  menikah,  Pemohon  dan  Termohon  bertempat

tinggal dirumah kontrakan di Kendawangan selama enam bulan kemudian

Pemohon  dan  Termohon  pindah  kerumah  bersama  sampai  Mei  2018.

Kemudian Pemohon keluar dari  rumah sedangkan Termohon tetap tinggal

dirumah bersama sampai dengan sekarang;

4. Bahwa  keadaan  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  pada

awalnya berjalan harmonis namun mulai tahun 2017 terjadi cekcok dan salah

paham, hal ini disebabkan oleh :

- Termohon  merasa  nafkah  yang  Pemohon  berikan  tidak

mencukupi- Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar;

- Termohon kurang peduli dengan Pemohon;

5. Bahwa puncaknya adalah pada bulan Mei 2018 Pemohon keluar

dari rumah sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

6. Bahwa dari kejadian-kejadian sebagaimana posita 4 & 5 di atas,

Pemohon  sudah  tidak  tahan  lagi  untuk  hidup  berumah  tangga  dengan

Termohon,  dan  sebagai  langkah  terakhir  dari  Pemohon  dalam  menjalani

kehidupan rumah tangga dengan Termohon, Pemohon memilih perceraian

sebagai jalan terakhir dan terbaik.

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul

akibat perkara ini.

Bahwa,  berdasarkan  alasan  di  atas,  Pemohon  mohon  agar  Ketua

Pengadilan  Agama  Ketapang  c.q. Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan
halaman 2 dari 15, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Ktp
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mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai

berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Memberikan  Izin  Kepada  Pemohon  untuk  menjatuhkan  Talak

terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Ketapang;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus

kepada Advokat dan Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang

telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut

di atas,  dan  memeriksa  pula  Kartu  Tanda  Pengenal  Advokat  (KTPA)  yang

bersangkutan;

Bahwa pada  hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan,  Pemohon dan

Termohon  hadir  di  persidangan,  dan  Majelis  Hakim  telah  berusaha

mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi

dengan  mediator  Tio  Feby  Ahmad,  S.H.I., sebagaimana  laporan  mediator

tanggal  16  Februari  2024,  yang  pada  pokoknya  perdamaian  perkara

perceraiannya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraiannya berhasil

sebagian  sebagaimana  kesepakatan  perdamaian  tanggal  16  Februari  2024

yang isinya sebagai berikut:

1. Pemohon menyerahkan kepada Termohon sebagai berikut:

- Nafkah  selama  masa  iddah  sejumlah  Rp500.000,00  x  3  bulan  =

Rp1.500.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Mut'ah berupa cincin emas seberat 3 (tiga) Gram;

Kewajiban tersebut  harus diserahkan selambat-lambatnya sesaat  sebelum

Pemohon  mengucapkan  ikrar  talak  terhadap  Termohon  di  depan  sidang

Pengadilan Agama Ketapang;

2. Pemohon menyerahkan  melalui  Termohon berupa nafkah seorang

anak yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan yang
halaman 3 dari 15, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Ktp
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lahir di Seriam tanggal 16 Juli 2017 di luar biaya pendidikan dan kesehatan

dengan  kenaikan  10%  setiap  tahun  sampai  anak  tersebut  dewasa  atau

berusia 21 tahun atau telah menikah;

3. Pemohon dan  Termohon  memohon  kepada  Majelis  Hakim  untuk

memuat kesepakatan tersebut ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Bahwa  Pemohon  merubah  permohonannya  dengan  memasukkan

kesepakatan  tersebut  merupakan  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari

permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  membacakan  surat  permohonan

Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa  atas  permohonan  Pemohon  tersebut,  Termohon  mengajukan

jawaban  secara lisan yang  pada pokoknya  mengakui permohonan Pemohon

dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan

bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  xxxxxxxxxxxxxx,  tanggal

xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan  Agama  Kecamatan  KUA  Delta  Pawan  Kabupaten  Ketapang

Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

dan  telah  di-nazegelen,  serta  telah  dicocokkan  dengan  aslinya  yang

ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxx, tanggal lahir,  xxxxxxxxxxxxxx, umur 58 tahun,

agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Peerangkat Desa, bertempat

tinggal  di  xxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx,  Kabupaten  KLetapang,,  di  bawah  sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut:

 Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah

Paman Pemohon;

 Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2014;

 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama

dan telah dikaruniai seorang anak;
halaman 4 dari 15, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Ktp
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 Bahwa  awalnya  Pemohon dan  Termohon  rukun  dan  harmonis,

namun  sejak  Tahun  2017  antara Pemohon  dan  Termohon  sering

terjadi  pertengkaran  dan  perselisihan  sejak yang  disebabkan

Termohon  merasa  kurang  terhadap  nafkah  yang  diberikan  oleh

Pemohon,  meskipun  Pemohon  telah  menyerahkan  seluruh

penghasilannya kepada Termohon;

 Bahwa  Saksi  seringmelihat langsung  Pemohon  dan  Termohon

bertengkar;

 Bahwa  antara  Pemohon  dan  Termohon  telah  berpisah  tempat

tinggal  sejak  Tahun 2018  yang lalu  sampai  dengan sekarang dan

sudah tidak bersatu lagi;

 Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk

tidak bercerai, namun tidak berhasil;

 Bahwa  keluarga  Pemohon  telah  mengupayakan  perdamaian

untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Xxxxxxxxxxxxxx, tanggal lahir,  xxxxxxxxxxxxxx, umur 44 tahun,

agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Pelabuhan, bertempat

tinggal  di  xxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx,  Kabupaten  Ketapang,,  di  bawah  sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut:

 Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah

Saudara Sepupu Pemohon;

 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

 Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai

seorang anak;

 Bahwa  antara  Pemohon  dan  Termohon  sering  terjadi

pertengkaran dan perselisihan sejak Tahun 2017, yang disebabkan

masalah ekonomi, Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang

diberikan  oleh  Pemohon,  meskipun  Pemohon  telah  menyerahkan

seluruh penghasilannya kepada Termohon;

 Bahwa  Saksi  sering  mendengar  langsung  Pemohon  dan

Termohon  bertengkar  karena  saksi  sering  berkunjung ke  rumah

mereka;
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 Bahwa  antara  Pemohon  dan  Termohon  telah  berpisah  tempat

tinggal sejak Tahun 2018 hingga sekarang;

 Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk

tidak bercerai, namun tidak berhasil;

 Bahwa  keluarga  Pemohon  telah  mengupayakan  perdamaian

untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa  Termohon  untuk  membuktikan  dalil-dalil  bantahannya tidak

mengajukan  bukti  apapun,  meskipun  Majelis  Hakim  telah  memberikan

kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan

kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus

Pemohon  dan  Termohon yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan

Agama  Ketapang,  ternyata  telah  sesuai  dengan  ketentuan  Surat  Edaran

Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan

Majelis  Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal  Advokat  (KTPA)

Kuasa Pemohon dan Termohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan

Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena

itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa  Pemohon dan Termohon

merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim

dapat  menerima  dan  memberi  izin  kepada  Kuasa  Pemohon  dan  Termohon

tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Upaya Damai

Menimbang,  bahwa  pengadilan  telah  berusaha  mendamaikan  para

pihak berperkara namun tidak berhasil;

halaman 6 dari 15, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Ktp
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Menimbang,  bahwa  guna  memenuhi  sebagaimana  yang  dimaksud

ketentuan  pasal  Pasal  4  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon

dan  Termohon  telah  dilakukan  upaya  perdamaian  melalui  mediasi  dengan

mediator  Tio Feby Ahmad, S.H.I. sebagaimana laporan tanggal  16 Februari

2024 yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraiannya tidak berhasil,

tetapi  perdamaian  akibat  perceraiannya  berhasil  sebagian  sebagaimana

kesepakatan  perdamaian  tanggal  6  Februari  2024 dan  Pemohon merubah

permohonannya  dengan  memasukkan  kesepakatan  tersebut  merupakan

bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  permohonan Pemohon  dan  Termohon

menyetujuinya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Pemohon adalah

antara  Pemohon  dengan  Termohon  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali

dalam  rumah  tangga  disebabkan  karena  pertengkaran  dan  perselisihan,

akibatnya  Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggalsejak Bulan

Mei 2023 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini  perkara perceraian,  maka

pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai

ketentuan Pasal  80  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  7  tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa meskipun Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan

Pemohon, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, Pemohon

dan  Termohon  tetap  harus  diberi  beban  pembuktian  secara  berimbang

berdasarkan 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUH Perdata;

Analisis Pembuktian

Menimbang,  bahwa Pemohon untuk  membuktikan dalil-dalilnya  telah

mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang,  bahwa  bukti  P  (fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah)  telah

memenuhi  syarat  formil  dan  materiil  sebagai  akta  otentik,  oleh  karena  itu
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mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa sejak tanggal

13 Oktober 2014 Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang

sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam

perkara  a quo  adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal

116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  jo. Pasal  134 Kompilasi  Hukum

Islam Majelis  Hakim perlu  mendengar  keterangan  dari  pihak keluarga serta

orang-orang terdekat dari  pihak Pemohon dan atau Termohon sebagai saksi

dalam perkara a quo;

Menimbang,  bahwa  ternyata  kedua  orang  saksi  yang  dihadirkan

Pemohon tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang

sedang  terganggu  ingatannya  dan  keterangan  yang  disampaikan  di  bawah

sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi  ketentuan Pasal

171 sampai 175 RBg. jo. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada

hubungan  kekeluargaan  Pemohon  dengan  saksi-saksi  sebagaimana  yang

dimaksud  oleh  Pasal  172  ayat  (1)  angka  1  RBg.,  maka  hal  tersebut

diperbolehkan  dalam  perkara  perceraian  sebagai  lex  specialist dari  aturan

umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975  jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim

berpendapat  saksi-saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  pembuktian

sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  kedua  orang  saksi  Pemohon  telah  memberikan

keterangan  mengenai  apa  yang  ia  lihat  dan  dengar  sendiri  dan  saling

bersesuaian  satu  sama  lain  serta  relevan  dengan  perkara  a  quo,  maka

keterangan  kedua  saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materiil  sehingga

dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta Hukum
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1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri

sah yang menikah pada tanggal 13 Oktober 2014;

2. Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut,  Pemohon  dan  Termohon

pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana

layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan

dan  pertengkaran  disebabkan  Termohon  merasa  kurang  terhadap  nafkah

yang  diberikan  oleh  Pemohon,  meskipun  Pemohon  telah  menyerahkan

seluruh penghasilannya kepada Termohon, namun Termohon masih sering

berhutang tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;

4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut,  sejak

Tahun  2018  antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal

hingga sekarang;

5. Bahwa antara Pemohon  dan Termohon  telah diupayakan untuk

rukun kembali namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-

benar  telah  pecah  (break  down  marriage)  dengan  demikian  rumah  tangga

Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena

telah  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus  dan  tidak  ada

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon,

sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor

1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa berdasarkan fakta  hukum di  atas,  maka Majelis

Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga  Pemohon dan  Termohon benar-

benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan

dan  pertengkaran  terus  menerus  yang  sudah  tidak  mungkin  lagi  untuk

dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga

yang  demikian  tidak  sejalan  dengan  maksud  dan  tujuan  perkawinan
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sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang,  bahwa Majelis  Hakim perlu  mengetengahkan dalil  yang

terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

 Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah

Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah

satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo.  Pasal  19  huruf  f  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di  atas  dan  Pemohon  belum  pernah  menjatuhkan  talak,  maka  petitum

permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal

118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang  bahwa  talak  satu  raj'i  merupakan  talak  yang  dijatuhkan

oleh Pemohon,  yang mana akibat  hukum dari  talak satu  raj'i  adalah antara

suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk

isrtri selama istri masih dalam iddah;

Kesepakatan akibat perceraian

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui  mediasi,  dengan

dibantu  mediator,  Pemohon dan  Termohon  telah  mencapai  kesepakatan

perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum

dalam  Kesepakatan  Perdamaian  sebagian  tanggal  16 Februari  2024 dan

Pemohon merubah  permohonannya  dengan  memasukkan  kesepakatan

tersebut  merupakan bagian tak  terpisahkan dari  permohonan  Pemohon dan

disetujui oleh Termohon, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah

Pemohon dan  Termohon  mohon  kepada  Majelis  Hakim  agar  menguatkan

kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang,  bahwa  Pemohon telah  menyatakan  bahwa  kesepakatan

perdamaian  tersebut  merupakan  bagian  dari  permohonannya  sehingga
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perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25

ayat  (1) dan (2)  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa “Materi perundingan

dalam Mediasi  tidak  terbatas  pada  posita  dan  petitum gugatan.  Dalam hal

Mediasi  mencapai  kesepakatan  atas  permasalahan  di  luar  sebagaimana

diuraikan  pada  ayat  di  atas,  penggugat  mengubah  gugatan  dengan

memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.” 

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana

telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah

Agung  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  dan

Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  (MA)  Nomor  454  K/Pdt/1991,  menegaskan

kesepakatan  perdamaian  sebagian  termasuk  kesepakatan  terkait  akibat

perceraian  dapat  dikuatkan  dalam  pertimbangan  dan  amar  putusan  bila

perceraiannya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan

dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;b. tidak merugikan pihak

ketiga;dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang,  bahwa  setelah  Majelis  Hakim  meneliti  dan  mencermati

kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Pemohon tanggal 16

Februari 2024, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan

dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;tidak merugikan pihak

ketiga;dan  dapat  dilaksanakan;sehingga  kesepakatan  tersebut  dapat

dipertimbangkan  dalam pertimbangan  dan  amar  putusan  ini  serta  mengikat

kepada  Pemohon dan  Pemohon,  untuk  itu  Majelis  Hakim  menghukum

Pemohon dan  Pemohon untuk  mentaati  dan  melaksanakan  kesepakatan

tersebut dengan penambahan pertimbangan secara ex officio sebagai berikut;

Menimbang,  mengenai  kesepakatan nafkah ‘iddah dan mut’ah,  dengan

mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun

2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah

Agung Tahun 2017 Sebagai  Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi  Pengadilan,

dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, “Dalam rangka

pelaksanaan  PERMA  Nomor  3  Tahun  2017  tentang  Pedoman  mengadili

Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan
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hukum  bagi  hak-hak  perempuan  pasca  perceraian,  maka  pemebayaran

kewajiban  akibat  perceraian  khususnya  nafkah  iddah,  mut’ah  dan  nafkah

madhiyah  dapat  dicantumkan  dalam amar  putusan  dengan  kalimat  dibayar

sebelum  pengucapan  ikar  talak”,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat

penghukuman  pembayaran  nafkah  iddah  dan  mut’ah  tersebut  dilaksanakan

sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa demikian pula kesepakatan mengenai nafkah anak,

telah  menjadi  pengetahuan  secara  umum  (Fakta  notoir/ma’rifatul  ma’lum)

bahwa kebutuhan hidup seseorang meningkat setiap tahunnya ditandai dengan

meningkatnya  nilai  inflasi  pada  negaranya,  oleh  karenanya  Majelis  Hakim

Majelis Hakim berpendapat nafkah untuk anak tersebut di atas harus diberikan

penambahan  sebasar  10  %  untuk  setiap  tahunnya sampai  anak  tersebut

dewasa atau berusia 21 tahun atau telah menikah;

Biaya Perkara

Menimbang,  bahwa  karena  perkara  a  quo  masuk  dalam  bidang

perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989  tentang  Peradilan  Agama sebagaimana  telah  diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat,  peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi  izin  kepada  Pemohon

(Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i

terhadap  Termohon  (Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)  di  depan

sidang Pengadilan Agama Ketapang;

3. Menghukum  Pemohon  dan  Termohon  untuk  melaksanakan

kesepakatan  perdamaian  tanggal  16  Februari  2024  yang  pada  pokoknya

sebagai berikut: 
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3.1. Pemohon  menyerahkan  kepada  Termohon  sebagai

berikut:

3.1.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp500.000,00 x 3 bulan =

Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3.1.1. Mut'ah berupa cincin emas seberat 3 (tiga) Gram;

Kewajiban  tersebut  harus  diserahkan  selambat-lambatnya  sesaat

sebelum  Pemohon  mengucapkan  ikrar  talak  terhadap  Termohon  di

depan sidang Pengadilan Agama Ketapang;

3.2. Pemohon menyerahkan melalui Termohon berupa nafkah

seorang  anak  yang  bernama  Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

perempuan yang lahir di xxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxx di luar

biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun

sampai  anak  tersebut  dewasa  atau  berusia  21  tahun  atau  telah

menikah;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp205000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari

Jumat tanggal 23 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban

1445 Hijriah, oleh  Ahmad Mufid Bisri,  S.H.I.,  M.H.I. sebagai  Ketua Majelis,

Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I. dan Arif Masdukhin, S.H. sebagai

Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dadang,

S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
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Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I. Arif Masdukhin, S.H.
Panitera Pengganti,

Dadang, S.H.
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Perincian Biaya:

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp30.000,00

b.

Panggila

n 

Pertama

: Rp20.000,00

c. Redaksi : Rp10.000,00

d.
Pemberi

tahuan
: Rp0,00

2. Proses : Rp75.000,00

3.
Panggil

an
: Rp60.000,00

4.
Pemberi

tahuan
: Rp0,00

5. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp205.000,00

Terbilang (dua ratus lima ribu rupiah).

halaman 15 dari 15, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15


